
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR :  400.10.1/Kep.   715 -DPMD/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
PENGHASILAN TETAP KUWU DAN PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengin8at

BUPATI   CIREBON,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  3  ay€;`Ll   i :
dan    Pasal    5    Peraturan    Bupati    Cirebon    Nomor    .L7  i
Tahun  2023  tentang Penghasilan Tetap  Kuwu,  Sekrc`tariiy
Desa dan  Perangkat  Desa,  perlu  menetapkan  Keputusan
Bupati    tentang   Penetapan    Besaran    dan    Mekanismc
Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa;

:       1.    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Des€i
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   201i:-
Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republ:I/
Indonesia   Nomor   5495)   sebagaimana   telah   d.iijit){3].
beberapa    kali,    terakhir    dengan    Undang-Uli:lzr'   ,
Nomor 3 Tahun 2024  tentang Perubahan  Kedu22  :3t:
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  201c4-ti-..ntang  I:)€= ,
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   `2():.
Nomor   77,   Tambahan   Lembaran   Negara   Rep`.|b}i}``
Indonesia Nomor 6914) ;

2.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentan£3
Pemerintahan    Daerah    (Ijembaran    Negara    Republi:i.~.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan I,embaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimar.`'J`
telah     diubah     beberapa     kali,      terakhir     deng,er.
Undang-Undang     Nomor     6     Tahun     2023     telitaT-I:;
Penetapan          Peraturan          Pemerintah          Peng: €! £i! -1
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022   tentang  '=:`,I  ,
Kelja    menjadi    Undang-Undang     (Lembaran     Nt:{=ifi  ,
Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  41,  Tarrib:ihi3 I
Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3.    Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    ten_tari.;;`;
Administrasi      Pemerintahan       (Lembaran      Negar::~`i
Republik     Indonesia     Tahun     2014     Nomor     292`
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    lndones`ii=,`
Nomor   5601)   sebagaimana   telah   diubah   beberap::I
kali,    terakhir    dengan    Undang-Undang    Nom(jr    a,
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerint{3,I
Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun    20:'
tentang      Cipta      Kerja      menjadi      Unclang~Uli:la'



(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   ;2:():i:.
Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara   RepijLt)i.]i
Indonesia Nomor 6856);

4.    Undang~Undang   Nomor   107   Tahun   2024   tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2024  Nomor  293,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 7044);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan;r*
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomt]r   f
Tahun     2014     tentang     Desa     (Lembaran     Nega]:-_
Republik     Indonesia     Tahun     2014     Nomor      12.'-?
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    lndoiies, ::
Nomor 5539)  sebagaimana telah diubah beberap€Lkali ,
terakhir   dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomoi-11
Tahun     2019     tentang     Perubahan     Kedua    Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6
Tahun     2014     tentang    Desa     (Lembaran     Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2019      Nomor     41,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik    Indonesia
Nomor 6321);

6.    Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri      Nomor      li:
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita N€:gal ,-
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  1037);

7.    Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri      Nomor     20
Tahun   2018   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Desa
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2018
Nomor 611);

8.    Peraturan     Menteri     Dalam      Negeri     Nomor      7`?,
Tahun     2020     tentang     Pengawasan     Pengelolaar`
Keuangan   Desa   (Berita   Negara   Republik   Indonesifi.
Tahun 2020 Nomor 1496);

9.    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon     Nomt:I:[.    ::
Tahun   2015   tentang   Pemerintah   Desa   dan   B,atl::I
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupatt;I..
Cirebon  Tahun  2015  Nomor  2,  Tarnbahan  Lembaran
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  42)  sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   3   Tahun   2021
tentang   Perubahari   Kedua   Atas   Peraturan   Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor   2   Tahun   2015   tentang
Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Des:=+L
(Lembaran  Daerah   Kabupaten   Cirebon  Tahun   2()1?' 1
Nomor 3);

10.  Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nom(tr     r
Tahun    2024    tentang   Anggaran    Pendapatan    ddt-,
Belanja   Daerah  Tahun   Anggaran   2025   (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);



Menetapkan     :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11.  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor   170  Tahun  2023
tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 Nomor 170);

12.  Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   83   Tahun   '202.<'
tentang     Penjabaran     Anggaran     Pendapatan     d{3i
Belanja Daerah Tahun Anggaran  2025  (Berita D€3 t:. r{: I
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan besaran Penghasilan Tetap (siltap) Kuwu/ Penjabat
Kuwu dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Kuwu/Penjabat  Kuwu  sebesar  Rp4.350.000,-  (Empat  Jut€i

Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
b.  Perangkat Desa:

1)   Sekretaris  Desa  sebesar  Rp3.045.000,-(Tiga `Juta  E}Ir_.;`:.1
Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh p-|lui'i
persen) dari siltap Kuwu per bulan;

2)  Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.175.000,- (Dua Juta
Seratus  Tujuh  Puluh  Lima  Ribu  Rupiah)  atau  sebesar
50°/o (lima puluh persen) dari siltap Kuwu per bulan.

Penghasilan   Tetap    sebagaimana   dimaksud    pada   Diktum
KESATU  disalurkan  setelah  dipotong  kewajiban  pembayara,r.
BPJS Kesehatan dengan ketentuan:
a.   bagi  Kuwu  dan  Sekretaris  Desa  dipotong  sebesar  1%  (s,{i:.

persen) dari besaran siltap yang diterima; dan
b.  bagi   Perangkat   Desa  lainnya  dipotong   sebesar   1%   (sci:`

persen)    dari   besaran   Upah   Minimum   Kabupaten/Kola
(UMK) .

:  Mekanisme  pencairan  dana  siltap  Kuwu/Penjabat  Kuwu  dan
Perangkat Desa dengan ketentuan:
a.  pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Giro

Penampungan Siltap milik BPR di BJB;
b.  pemindahbukuan  dari  Rekening  Giro  Penampungan  Sil`:€` I.

milik BPR di BJB ke masing-masing Rekening Siltap  Ku`"
dan Perangkat Desa di BPR.

:  Dokumen     kelengkapan     berkas     Pencairan     clana     si]-a[
Kuwu/Penjabat   Kuwu   dan   Perangkat   Desa    sebagaimam;
dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :
a.   surat  permohonan  pemindahbukuan  dari  Rekening  Kas

Desa ke Rekening Penampungan Siltap milik BPR di BJB;
b.   surat  permohonan  pencairan  dana  siltap  per  bulan  dari

Kuun kepada BPR;
c.   surat Permohonan Pencairan (SPP) yang dibuat oleh PPKD

sesuai dengan rencana anggaran biaya;



KELIMA

KEENAM

d.   daftar  penerima  siltap  serta  nomor  rekening  Siltap  Kuwu
dan Perangkat Desa di BPR;

e.   e-KTP Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan asli dan fotokopi;
f.    Surat Keputusan pengangkatan  Kuwu dan Kepala Urusan

Keuangan; dan
9.   Slip   penarikan   yang   ditandatangani   Kuwu   dan   K€pal:I

Urusan Keuangan serta dibubuhi stempel kuwu.
:  Pada  saat  Keputusan  Bupati  ini  mulai  berlaku,  Keputus€if i

Bupati  Cirebon  Nomor  400.10.1/Kep.   1246  -DPMD/2CJ23
tentang   Penetapan   Besaran    dan    Mekanisme    Pencairan
Penghasilan  Tetap  Kuwu  dan  Perangkat  Desa,  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

:  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal     31  Desem`ber  2024

Pj.  BUPATI CIREBON,

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



q±i=i=:.:-i:,5-€

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN REASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan  Muria No. 20 Telp/Fax (0231 ) 321710
Website :  http//dispemdes.cirebonkab,go.id/Email  : dispemdes@cirebonkab.go.ic!

SUMBER                                           45611

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Si fat
Lampiran
Perihal

NOTA  DINAS

Yth.  Pj.Bapak Bupati Cirebon

;£jp:a##;s2L:Fd¥:rdayaanMasyarakatdanDesa
Penting
1  (satu) berkas
Kesediaan  Menandatangani  Keputusan  Bupati  tentang  Penetapan
Besaran  dan  Mekanisme  Pencairan  Penghasilan  Tetap  Kuwu  dan
Perangkat Desa.

Dipermaklumkan       dengan        hormat,        menindaklanjuti
ketentuan yang diatur dalam:
a.   Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47

tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43
Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b.   Pasal  12 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014
tentang     Dana     Desa     Yang     Bersumber    dari     Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

c.   Pasal  98  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 43
Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan   hal  tersebut,   bersama   ini   kami  sampaikan
Rancangan  Keputusan   Bupati  tentang   Penetapan   Besaran  dan
Mekanisme  Pencairan   Penghasilan  Tetap  Kuwu  dan   Perangkat
Desa.

Adapun  rancangan  Keputusan  Bupati  tentang  Penetapan
Besaran  dan  Mekanisme  Pencairan  Penghasilan  Tetap  Kuwu  dan
Perangkat Desa dimaksud sebagaimana c/ra# terlampir telah kami
bahas  bersama  OPD  terkait.  Dengan  ini  Kami  mohon  kesediaan
Bapak Bupati untuk menandatangani Peraturan Bupati tersebut.

Demikian  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kesediaan
Bapak kami sampaikan terima kasih.

a.n Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris

lYANA. S.STP.. M.SiMOCHAMMAD NUR
Pembina

NIP.19840227 2003121001


